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Jabatan yang berpijak padaranah hukum membuat notaris langsung maupun tidak langsung mempunyai
kewajiban selain membuat akta otentik, juga menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi. Keberadaan
Notaris sebagai saksi di peradilan terikat pada sumpah jabatan, di mana Notaris wajib untuk merahasiakan
is akta dan keterangan yang diperolehnya, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf (e)
dan Pasal 54 UUJN. Hak ingkar bukan hanya suatu hak untuk ingkar akan tetapi merupakan suatu kewajiban
untuk ingkar dati pemberian kesaksian dikaitkan dengan adanya rahasia jabatan, berdasarkan Pasal 170 ayat
(1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Dengan adanya ketentuan-
ketentuan ini, dalam hal apa Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya, dan dapatkah Notaris tetap
menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, balk di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Untuk
meneliti hak ingkar Notaris maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang bersifat
yuridis normatif dan didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan penyebaran
angket/kuisioner. Berdasarkan kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf () dan Pasal 54 UUJN yang
berbunyi "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”, Notaris tidak dapat menggunakan
hak ingkarnya jika akta yang dibuatnyaitu berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (UU RI nomor 20
Tahun 2001) dan Pelanggaran Pgjak (UU RI nomor 14 Tahun 2002), khusus untuk akta yang dibuat oleh
Notaris yang ada keterlibatan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Pajak Pasal 66 UUJN
digugurkan karenatidak diperlukan izin dari Mgjelis Pengawas Daerah. Pemanggilan Notaris sebagai saksi
dalam perkara perdata tidak terlalu diperlukan, sudah cukup dengan akta sebagai bukti, sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 KJH Perdata, sedangkan untuk perkara pidana berdasarkan Pasal
184 KUHAP, Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui dan didengar
tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut menjadi transparan. Dalam menghadapi
penyidik terhadap penyidikan aktanya, Notaris dapat menggunakan hak ingkar sepanjang proses pembuatan
aktanya memenuhi syarat otentisitas, syarat formal, ketentuan UUJN dan kode etik.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=88754&lokasi=lokal

